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ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA KESEPAKATAN UNTUK
MENIKAH TERHADAP HARTA KEKAYAAN PEMBERIAN
SEORANG PRIA TERHADAP WANITA
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN Mdn)

OLEH
HARDIAN FAISAL HASIBUAN
NPM : 10840 0171
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang akibat hukum tidak dipenuhinya
kesepakatan untuk menikah sebagai suatu bentuk ingkar janji terhadap harta
kekayaan pemberian seorang pria kepada seorang wanita dengan menganalisis
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN Mdn.

Permasalahan yang diajukan adalah apakah dasar hukum pelaksanaan
penuntutan perkara tidak dipenuhinya kesepakatan untuk menikah terhadap harta
kekayaan pemberian seorang pria terhadap seorang wanita dan bagaimana akibat
hukum tidak dipenuhinya kesepakatan untuk menikah terhadap harta kekayaan
pemberian seorang pria terhadap seorang wanita.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dasar hukum pelaksanaan
penuntutan perkara tidak dipenuhinya kesepakatan untuk menikah terhadap harta
kekayaan pemberian seorang pria terhadap seorang wanita dalam Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/Pdt.G/2013/PN Mdn adalah telah terjadinya
perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut
dibuktikan dengan adanya bukti rekening koran atas beberapa kegiatan transfer
uang antar bank yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang
diterjemahkan sebagai suatu perbuatan pinjam meminjam uang antara Penggugat
dengan Tergugat. Akibat hukum tidak dipenuhinya kesepakatan untuk menikah
terhadap harta kekayaan pemberian seorang pria terhadap seorang wanita
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/Pdt.G/2013/PN Mdn
adalah: menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.
1.014.381.500,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu
lima ratus rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan tunai serta menghukum
Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga kepada Penggugat sebesar 2 %
(dua persen) dari Rp. 1.014.381.500,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus
delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya yang dihitung
sejak gugatan diajukan ke pengadilan sampai dengan Tergugat melunasi seluruh
utangnya kepada Penggugat

Kata Kunci: Akibat Hukum, Menikah, Kekayaan
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BABI

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara Kesatuan yang didalamnya terdapat
banyak Bahasa, Budaya, Adat-Istiadat, dan masih banyak lagi kekayaan alam
yang masuk ke wilayah Indonesia. Berbicara mengenai kebudayaan dan
masyarakat didalamnya, sering kali kita akan membicarakan pula mengenai
Masyarakat Adat. Ada beberapa pendapat mengenai Masyarakat Adat menurut
beberapa ahli.

Menurut Ter Haar Masyarakat Hukum adalah:

1. Kesatuan manusia yang teratur

2. Menetap disuatu daerah tertentu

3. Mempunyai penguasa-penguasa

4. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud.’

Berbeda dengan Ter Haar, Kusumadi Pudjosewojo mengartikan
Masyarakat Hukum Adat adalah “masyarakat yang timbul secara spontan di
wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh
penguasa-penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa
solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan
anggota masyarakat sebagai orang luar, dan menggunakan wilayahnya sebagai

sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota.” *

! Ter Haar Bzn. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta,
1960, hal. 33.

% Sri Sudaryatmi Sukirno dan Sri Kartini, Beberapa Aspek Hukum Adat, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2000. hal. 2-3.
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Undang-Undang Dasar 1945 mengakui masyarakat hukum adat di dalam
Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Itu berarti sudah ada payung hukum yang kuat yang mengatur keberadaan
masyarakat hukum adat. Namun pada kenyataannya keberadaan masyarakat
hukum adat seakan-akan termarginalkan dengan sendirinya dengan keberadaan
kehidupan zaman yang semakin modern ini. Berangkat dari sebuah pemaparan
tentang suatu Masyarakat Adat, penulis akan mengemukakan kaitan antara
Hukum Adat dengan Antropologi Hukum karena tidak dapat penulis pungkiri
bahwa kedua bidang tersebut saling berkaitan satu sama lainnya.

Berdasarkan perbedaan antara kebudayaan asal maka warganegara
Indonesia dalam hukum perdata dan hukum dagang dapat dibagi dalam beberapa
golongan rakyat, yakni:

1. Golongan hukum adat
2. Golongan hukum Eropa (Barat)

3. Golongan hukum Timur Asing.

Dalam hal ini keturunan Tionghoa adalah bagian dari orang dengan
kebangsaan Cina yang mana tunduk pada peraturan peraturan golongan hukum
adat Timur Asing. Namun pada abad ke-19, pergaulan dagang (handelsverkeer)
antara golongan hukum Timur Asing dan golongan hukum Belanda makin lama

makin erat, maka pemerintah Hindia-Belanda menetapkan golongan Timur Asing
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